
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.232, 2018 KESRA. Jaminan Sosial. Kesehatan. Pengelolaan 

Aset. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 53 TAHUN 2018  

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG 

PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

program jaminan kesehatan nasional dan 

mengoptimalkan pengelolaan aset dana jaminan 

sosial melalui penambahan, pengembangan, 

dan/atau perubahan instrumen investasi sesuai 

kebutuhan perlu menyesuaikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial 

Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang 
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Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan 

Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 257, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5752); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 

TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN 

SOSIAL KESEHATAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
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257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5752), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan huruf d ayat (6) dan ayat (6a) Pasal 15 

dihapus serta di antara huruf d dan huruf e ayat (6) 

Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf d1, 

huruf d2, dan huruf d3, sehingga Pasal 15 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b 

terdiri atas:  

a. iuran Jaminan Kesehatan termasuk bantuan 

iuran;  

b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan;  

c. aset program Jaminan Kesehatan yang 

menjadi hak peserta dari BUMN yang 

menjalankan program Jaminan Kesehatan; 

dan  

d. sumber lain yang sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

bersumber dari iuran Jaminan Kesehatan 

termasuk bantuan iuran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, berasal dari iuran program 

Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari 

semua penambahan aset Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan yang merupakan hasil dari 

penempatan investasi maupun bukan investasi. 

(4) Aset program Jaminan Kesehatan yang menjadi 

hak peserta dari BUMN yang menjalankan 
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program Jaminan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil 

pengalihan aset lembaga PT Askes (Persero) dan 

aset program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

PT Jamsostek (Persero) yang berupa uang tunai, 

surat berharga, piutang iuran, dan uang muka 

pelayanan kesehatan. 

(5) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

menjadi hak peserta yang dialihkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sebesar: 

a. utang klaim pelayanan kesehatan; 

b. klaim pelayanan kesehatan yang masih 

dalam proses; 

c. klaim pelayanan kesehatan yang belum 

ditagihkan oleh fasilitas kesehatan; dan 

d. cadangan premi. 

(6) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

bersumber dari sumber lain yang sah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

merupakan dana yang berasal dari:  

a. Surplus aset Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan; 

b. Surplus aset BPJS Kesehatan; 

c. dana talangan dari BPJS Kesehatan untuk 

pembayaran manfaat; 

d. dihapus; 

d1. bantuan pemerintah pusat; 

d2. bantuan pemerintah daerah;  

d3. denda akibat keterlambatan pembayaran 

iuran; dan/atau 

e. hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan 

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(6a)  Dihapus. 

(7) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain 
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yang sah dan tidak mengikat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat berupa 

uang, barang, dan/atau jasa. 

 

2. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 

dapat dilakukan untuk: 

a. pembayaran manfaat atau pembiayaan 

layanan Jaminan Kesehatan termasuk 

pembayaran ganti rugi atau denda kepada 

fasilitas kesehatan yang terjadi akibat 

keterlambatan pembayaran fasilitas 

kesehatan; 

b. dana operasional penyelenggaraan program 

Jaminan Kesehatan; dan 

c. investasi dalam instrumen investasi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

digunakan untuk pembayaran manfaat atau 

pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa pembayaran untuk pelayanan kesehatan 

perseorangan yang bersifat promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan 

bahan medis habis pakai yang diperlukan. 

(3) Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang 

digunakan untuk dana operasional 

penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berupa dana yang dialokasikan untuk 

operasionalisasi penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan oleh BPJS Kesehatan.  
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